
BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPA TI JEPARA 

NOMOR 7, TAHUN 2010 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAK SANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHNAT TUAN YANG MAHA ESA 

BUPATT JEPARA, 

Menirbang a batwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Organisasi den Tats Kerja Dinas Deaerah Kabupaten 
Jepara, maka ipandang perlu untuk memnbentuk Unit 
Peluksana Telnis pad Dines Daerah Kabupaten Jepara 

b batwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnalsud 
huruf a, perlu menetaplan Peraturan Bupati tentang 
Pembentulan Unit Peles.ana Teknis pada Dines Daerah 
Kabupaten Jepara 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembent"Borah-Darn Kabupaten Daim 
Ling#ungan Propinsi Jawa Tengan; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentulan Peraturan Perundang - undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesit Nomor 4389), 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemenntanan Daer",""barn Negara Repubi 
lndon ia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomnor 4437) sebagairnana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan D¥ rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomnor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon ia Nomor 4844); 



Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemnenintah Pusat den 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara PRepublk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) 

5. Peraturan Pererintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomnor 4593) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pererintah, 
Pemerintahan Deaerah Provinsi, Dan Pererintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lemnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
eraturan Perundang-undangan, 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Permerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lerbaran 
Deerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Deaerah Kabupaten Jepara Nomor 2) 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dias Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 1 7 ) ;  

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN 
JEPARA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara 
2 Pemerintah Deaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggata pemerintahan daerah 



3. Bupati ada ta h  Bupati  Jepara  Daerah 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebaga unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah 
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangia 

melaksanakan urusan pernerintahan daerah berdasark.an asas otonorni dan 
tugas pembantuan, 

6. Unit Pelaksana Tekis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana 
tekis pada Dinas Deerah 

BAB II 

PEMBENT UKAN 

Bagian Pertama 

DINAS PERHUBUNGAN 

Pasal 2 

UP'T pada Dinas Perhubungan, Korunikasi dan Informatika terdiri dari: 
1. UPT Perpaliran 
2. UpT Terminal 

Bagian Kedua 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

Pasal 3 

UPT pada Dinas Pendidikan, Pernuda dan Olah Raga terdint dart 
1. UPT Dias Pendidikan Peruda dan Olah Raga Kecamatan Jepara 
2. UPT Dias Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Tahunan 
3. UPT Dinas Pendidikan Pernuda dan Olah Raga Kecamatan Batealit 
4 UPT Dinas Pendidian Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kedung 
5 UT Dias Pendidikan Peruda dan Olah Raga Kecamatan Pecangaan 
6 (PT Dinas Pendidikan Pernuda dan Olah Raga Kecamatan Kalinyaratan 
7 (PT Dinas Pendidian Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Welahan 
8. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Mayong 
9. UPT Dias Pendidikan Peruda dan Olah Raga Kecamatan Nalursari 
10. UPT Dines Pendidikan Peruda dan Olah Raga Kecamatan Mlonggo 
1f. UPT Dias Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bangsn 
12. UPT Dias Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kembang 
13. UPT Dias Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Keling 
14 (PT Dinars Pendidikan Permuda dan Olah Raga Kecamatan Karimunjawa 
15. UPT Dias Pendidikan Pernuda dan Olah Raga Kecamatan Palis Aji 
16. (PT Dinas Pendidikan Permuda dan Olah Raga Kecamatan Donorojo 
17. UPT SMP Negeri 1 Karimunjawa, 
18. UPT SMP Negeni 2 Kanimunjawa, 
19. UPT SMP Negeni 1 Keling; 
20 UPT SMP Negeri 1 Donorojo; 

21. UPT SMP Negeni 2 Donorojo; 

22. UPT SMP Negeni 2 Keling; 

23. UPT SMP Negeri 1 Bangs; 



24. UPT SMP Negen 2 Bangsn, 
25. UPT SMP Negent 1 Kembang 

26. UPT SMP Negeni 2 Kembang 

27 UPT SMP Negeni 3 Kembang 

28. UPT SMP Negen 4 Kembang; 
29. UPT SMP Negeni 1 Mong9o 
30. UPT SMP Negeni1 Palis Aji 
31. UPT SMP Neger2 Palis Aji; 
32 UPT SMP Negeni 1 Jepara; 

33. UPT SMP Negen 2 Jepara; 

34. UPT SMP Negeni 3 Jepara; 
35. UPT SMP Negeri 4 Jepara; 
36. UPT SMP Negeni 5 Jepara; 

37. UPT SMP Negeni 6 Jepara; 

38. UPT SMP Negeni 1 Tahunan; 
39. UPT SMP Negeri 1 Batealit; 
40. UPT SMP Negeni 2 Batealit; 
41, UPT SMP Negeni 3 Batealit, 
42 UPT SMP Negeni 1 Kedung; 
43. UPT SMP Negeni 2 Kedung; 
44. UPT SMP Negeni 3 Kedung, 
45. UPT SM Negeni 1 Pecangaan, 
46. UPT SMP Negeni 2 Pecangaan; 
47. UPT SMP Negeni 1 Kalinyamatan 
48 UPT SMP Negeni 2 Kalinyamatan; 
49 UPT SMP Negeni 1 Welahan; 

50. UPT SMP Negeri 2 Welahan; 
51. UPT SMP Negeni 3 Welahan; 

52. UPT SMP Negerni 1 Mayong; 

53. UPT SP Negeni 2 Mayorg; 
54. UPT SMP Negeni 1 Nalumsari; 
55. UPT SMP Negeni 2 Nalumsari; 
56. UPT SMA Negeri 1 Donorojo; 
57. UPT SMA Negeni 1 Bangsn; 
58. UPT SA Negeni 1 Jepara; 
59. UPT SMA Negeni 1 Tahunan; 
60. UPT SAMA Negeni 1 Pecangaan; 
61. UPT SMA Negeni 1 Welahan; 
62 UPT SMA Negeri 1 Mayong; 
63. UPT SMA Negeri 1 Mong9o; 

64. UPT SAMA Negeni 1 Kembang; 
85. UPT SMA Negeni 1 Nalumsari 
66. UPT SMK Negeni 1 Jepara 
67. UPT SMK Negeni 2 Jepara; 
68. UPT SMK Negeni 3 Jepara 
89. UPT SMK Negeni 1 Karimunjawa, 
70. UPT SMK Negeni 1 Kedung; 
71. UPT SMK Negeni 1 Batealit; 
72 UPT SMK Negeni 1 Kalinyamatan. 
73. UPT SMK Negeni 1 Palis Aj 
74. UPT SMK Negei 1 Bangsri 
75. UPT Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) 



Bagan Ketga 

DINAS BINA MARGA. PENGAIRAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 

Pasal 4 

UPT pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Surber Daya Mineral terdirt 

dani 
f. UPTWiayah I (Kecarnatan Jepara & Kecarmnatan Karimunjawa) 
2 UPTWlayah l (Kecamatan Tahunan & Kecamatan Batealit) 
3. UT Wlayah Ill (Kecamatan Pecangaan & Kecamatan Kedung) 
4. UTWiayah IV (Kecamnatan Kalinyamatan & Kecamatan Welahan) 
5. UPT Wayah V (Kecamatan Mayong & Kecamatan Nalumsari) 
6. UPT Wlayah VI (Kecamatan Mlonggo & Kecamatan Pakis Aj) 
7. UPT Wiayah VI (Kecamatan Bangsni & Kecamatan Kembang) 
8. UPT Wilayah VI (Kecamatan Keling & Kecamatan Donorojo) 

9. (PT Pengelola Alat dan Perbekalan 

Bagian Keempat 

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 

Pasal 5 

UPT pada Dinas Pertanian dan Peternakan terdini dari 
f. UPT Balai Pembibitan, Pertanian dan eternakan 
2. UPT Dinas Pertanian dan Peternakan Wilayah Bangsri 
3. UPT Dinas Pertanian dan Peternakan Wilayah Tahunan 
4 UT Dines Pertanian dan Peternakan Wilayah Pecangaan 
5. UT pertindungan Tanaman dan Pelayanan Kesehatan Hewan 

Bagian Kelira 

DINAS KESEHATAN 

Pasal 6 

UPT pada Dines Kesehatan terdini dart: 
1, tPT Puskesmas Kanimunjawa 
2. UPT Puskesmas Keling I 
3. UPT Puskesmas Keling IE 

4. UPT Puskesmas Donorojo 
5. UPT Pukesmas Bangsni I 
6. UPT Puskesmas Bangsni Il 
7. UPT Puskesmas Kembang 
8. UPT Puskesmas Mlonggo 
9. UPT Puskesmas Pakis Aji 
10. UpT pukesmas Jepara 
1f. Upr puskesmas Batealit 
12. UT puskesmas Tahunan 
13. UPT Puskesmas Kedung I 
14. UPT Puskesmas Kedung IE 
15. (pr puskesmas Pecangaan 
16. UT Puskesmas Kalinyamatan 



17 UpT punker has Wela/nan l 
18 tpTpuslesmas Welshen l 
19. UPT Fuse mas Mayong E 

20 UPT Puskesmas Mayong IM 
21 UT puskesmas Nalumsart 
22. UPT lstalas Farmasi 

23. UpTLaboratorium Kesehatan Daerah 

Bagian Keenam 

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 

Pasal 7 

UPT pada Dinas Ketutanan dan Perkebunan terdiri dari 
1. UPT Kebun Bibit Dinas Krasak 
2 UPT Penatausahaan Kayu 

Bagian Ketujuh 

DINAS PERINDUSTRUAN DAN PERDAGANGAN 

Pasal 8 

UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah UPT Jepara 
Trade & Tourism Centre (JTTC) 

Bagian Kedelapan 

DINAS KELAU TAN DAN PERIKANAN 

Pasal 9 

UPT pada Dinas Kelautan den Perkanan terdini dart: 
1, UPT Dines Kelautan dan Perikanan Kecamatan Karimunjawa 
2 UPT Bali Bemih in 

3 uPT Pengelola Tempat Pelelangan lkan (TPI 

Bagian Kesermbilan 

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN 

Pasal 10 

UPT pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdirt dart: 
1. UpTWilayah (Kecamnatan Jepara & Kecamatan Karimunjawa) 
2 tpTWileyah l (Kecarnatan Tahunan & Kecamnatan Batealit) 
3. UPT Wiayah Ill (Kecamatan Pecangaan & Kecaratan Kedung) 
4. UPT Wilayah IV (Kecamatan Kalinyamatan & Kecamatan Welahan) 
5. UpTWilayah V (Kecamatan Mayong & Kecamatan Nalumsari) 
6. UPT Wayah VI (Kecamatan Mlonggo & Kecamatan Pakis Aji) 

7. UPT Wilayah VII (Kecamatan Bangsni & Kecamatan Kembang) 
8. UPT Wilayah VIII (Kecamatan Keling & Kecamatan Donorojo) 



9. UPT Tempat Pembuangan Alar (IPA) dan pengolah limnbah lainya 
10. UPT pemadam Kebakaran 

1f. Uprpengelola Sarana Prasarana Fasilitas Umum 
12. UPT Pengelola Rusunawa 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 11 

Susunan Organisasi UPT Dies Deerah terdini dari: 
a Kepala; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB IN 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

Tugas dan Fungsi UPT 

Pasal 12 

(1) UPT menyelenggarakan tugas kegiatan teknis operasional yang secara 
langsung berhubungan dengan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang 
yang mendulung pealsanaan tugas organisasi induknya 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada yat (1), 
UPT mempunyai tungsi 
a penyelenggaraan kegiatan administrasi UP'T; 
b. pengkoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan UPT; 
c penyiapan bahan dan penyusunan laporan Kegiatan UT; 
d. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data kebutuhan UP'T; 
e. pryusunan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang 

berhubungan dengan egiatan UPT; 
f pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepale Badan 

sesuai tugas dan fungsinya 

Bagian Kedua 

Kepala UPT 

Pasal 13 

Kepala tpT mempunyai tugas memimpin dan bertanggungawab atas 
pelaksanaan tugas dan fungsi UT sebagaimana dimaksud dalam asal 12 



I 

Sub Bagian Tata Usaha UPT 

Pasal 14 

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPT memnpunyair tugas melaksanakan urusan surat 
menyurat, earsipan, perjalanan dinas, periengkapan, rumah tangga, 
kepegawaian, euangan, permeliharaan, penyusunan program, evaluasi dan 
Laporan UPT; 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggungiawab kepada Kepala UPT 

Pasal 15 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 14, Sub 
Bagian Tata Usaha (PT mernpunyai fungsi: 
a penyelengaraan urusan ururn dan kepegawaian, keuangan, perencanaan 

dan pelaporan; 
b penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan; 
c. pengelolaan adminstrasi dan pembinaan pegawai, 
d. pengelolaan keuangan yang meliputi menyiaplan bahan rencana anggaran 

belanja kantor, pembukuan aggaran, verifikasi serta perbendaharaan, 
e pengelolaan administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan, 

perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor, 
f. penyiapan rencanal program kegiatan; 
g pelaksanaan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
h. pengolahan dan peryajian konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

epada pirpinan, 
i penyajian konsep laporan kinerja dan keuangan kepada pimpinan, 
j. pengkoordinasian dan pelaksanaan penataan dan penyimpanan arsip dan 

dolumentasi sesuai dengan bidang tugasnya, 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UP'T seuai dengan tugas 

dan tungsinya 

BAB V 

TATA KER.JA 

Pasal 16 

(1). Kepala UT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan 
teknis yang diberikan oleh Kepala Badan yang bersangkutan 

(2). Dalamn melaksanakan tugasnya setiap Kepale (pT meneraplan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalarm ling#up masing-masing dan 
antar satuan organisasi sesuai bidang tugasnya 

(3). Kepala UpT wajib mengawasi bawahannya dan mengambit langkah­ 
langkah kebijaksanaan apabila terjadi tindakan penyimpangan 



9 

(4). Dalamn melaksanakan tugas setip Kepala UT mengikuti dan mermatuti 

petunijuk atasan dan mengadakan fapat berkala serta menyiapkan lap0ran 
berkala dan melakukan bimbingan kepada bawahan 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Hal-hal lain yang belurm diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis 
pelaksanaannya diatur kerudian dengan Keputusan Bupati 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang#an 

Agar setiap orang mengetahuinya, mermerintahkan pengundangan peraturan 
Bupati ini dengan penerpatannrya dalamn Benita Daerah Kabuaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 

BUPATI JEP 

HENDRO MARTOJO 

Diundangian di Jepara 
pada tang9al 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 



9 

(4). Dalamn melaksanakan tugas setip Kepala UT mengikuti dan mermatuti 

petunijuk atasan dan mengadakan fapat berkala serta menyiapkan lap0ran 
berkala dan melakukan bimbingan kepada bawahan 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Hal-hal lain yang belurm diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis 
pelaksanaannya diatur kerudian dengan Keputusan Bupati 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang#an 

Agar setiap orang mengetahuinya, mermerintahkan pengundangan peraturan 
Bupati ini dengan penerpatannrya dalamn Benita Daerah Kabuaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 

BUPATI JEP 

HENDRO MARTOJO 

Diundangian di Jepara 
pada tang9al 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 


